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Abstract

PT Kereta Api Indonesia has been applied technology as electronic transaction tools to sell train tickets which called as online
reservation. Online reservation itself became PT Kereta Api Indonesia realization to increase public service quality. The practice of
innovation had been expected to be able gave positive improvement and also come purchased train tickets problems. Because of that,
conventional train tickets selling service considered less effective and less efficient because gave some chances to brokers sold tickets
illegally. At the same time, Gubeng Train Station Surabaya was a station with highest arrive and departure volume in Surabaya city.
So that, this research purposed to describe online reservation service innovation which had been used by passengers in Gubeng
Train Station Surabaya.The research’s result showed that online reservation innovation was innovation applied by PT Kereta Api
Indonesia in order to give more easy facility to purchase train ticket. Online reservation was included Sustaining Innovation, radical
innovation and product innovation typology, process innovation, and service method typology.
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Pendahuluan

Menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat
terhadap penggunaan fasilitas publik sangat sulit,
terutama pada sektor transportasi. Untuk menarik
minat masyarakat terhadap penggunaan fasilitas
publik yang telah disediakan oleh pemerintah, perlu
adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Saat
ini masyarakat cenderung lebih suka menggunakan
transportasi pribadi dari pada transportasi publik,
dikarenakan masyarakat merasa tidak nyaman, tidak
percaya diri, kurang nyaman dengan fasilitas yang
disediakan oleh pemerintah. Melalui Undang-Undang
No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,
pemerintah ~ berupaya  meningkatkan  kualitas
pelayanan terhadap masyarakat baik pelayanan
barang, jasa ataupun pelayanan administratif.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik
menjadi  kewajiban  pemerintah yang harus
direalisasikan dengan benar. Pemerintah merupakan
pihak penting dalam penyelenggaraan kepentingan
publik bagi masyarakat. Adanya perbaikan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh pemerintah
menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma
pelayanan publik dari paradigma old public
administration menjadi paradigma new public
management, kemudian menjadi new public service.
Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemerintah
terus berupaya berinovasi dalam menghadirkan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Inovasi
pelayanan yang dilakukan ini bermacam-macam,
mulai dari inovasi sistem pelayanan, produk layanan,
bahkan pengelolaan organisasi. Sebagai dampak

modernisasi teknologi, mau tidak mau pemerintah
harus memanfaatkan teknologi elektronik sebagai
media pelayanan publik agar lebih dinamis dalam
memenuhi  kebutuhan = masyarakat. Melalui
pemanfaatan media elektronik diharapkan mampu
menghadirkan pelayanan yang lebih modern.
Pemerintah mengadopsi sistem teknologi dan
komunikasi dalam penyediaan kepentingan publik,
yang dikenal dengan e-governance. E-governance
adalah bentuk penyelenggaraan pelayanan publik
yang menggunakan bantuan teknologi elektronik dan
internet. Tujuan dari kebijakan ini sebagai upaya
perbaikan kualitas pelayanan yang ada selama ini
yang dinilai kurang transparansi dan efektif serta
efisien.

Sejak tahun 2010, PT Kereta Api Indonesia
telah mentransformasikan teknologi sebagai alat
transaksi elektronik penjualan tiket kereta api yang
disebut dengan online reservation. Online reservation
sebagai bentuk wujud dari kesungguhan PT Kereta
Api Indonesia untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Penerapan inovasi ini diharapkan
mampu memberikan perubahan yang positif serta
mengatasi permasalahan yang ada pada penjualan dan
pembelian tiket kereta api. Fungsi online reservation
sebagai sarana atau alat bantu dalam pemesanan tiket
kereta api secara online, sehingga para penumpang
akan mendapatkan kemudahan dalam membeli tiket
kereta api serta efisiensi biaya dan waktu.
Pengembangan teknologi ini dilakukan secara
bertahap oleh perusahaan, mulai dari peluncuran
Kereta Api Mobile Aplication, pemesanan melalui
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website resmi KAI, Online Payment contact center,
pemesanan melalui agen resmi, dan yang terbaru pada
akhir tahun 2014 adalah peluncuran aplikasi KAI
Access. Dampak positif dari adanya penerapan
inovasi pelayanan ini adalah meningkatknya volume
penumpang kereta api. Hal ini menunjukkan bahwa
minat masyarakat terhadap jasa kereta api juga ikut
meningkat. Data kenaikan volume angkutan
penumpang kereta api di Indonesia dapat dilihat pada
tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Volume Angkutan Penumpang tahun 2013-
2014

Volume 2013 2014 Kenaikan %
Angkutan
Penumpan

g (orang)

KA Utama 6.704.885 7.437.045 732.160 0,8%
Kelas
Eksekutif

KA Utama 4.517.303 4.728.694 211.391 0,2%
Kelas Bisnis

KA Utama 12.811.842 16.514.758 3.702.916 4%
Kelas
Ekonomi

KA Lokal 6.690.929 7.805.350 1.114.421 1,2%
Bisnis

KA Lokal 32.659.844 34.543.485 1.883.641 2,2%
Ekonomi

KA 129.765.49 208.494.09 78.728.59 9,1%
Jabotabek 8 4 6
Komersial

KA 21.703.828 - - -
Jabotabek
Ekonomi

KA 6.875.205 - - -
Jabotabek
Ekonomi
AC

PT Railink 272.346 822.819 550.437 0,6%

Jumlah 222.001.68 280.346.24 86.923.56 100
0 5 2

Sumber : Annual Report PT KAI tahun 2014 (sudah diolah)

Meningkatnya volume penumpang dari
tahun 2013 ke tahun 2014 yang cukup besar
memberikan dampak yang positif terhadap
pendapatan yang diperoleh oleh PT Kereta Api
Indonesia. Pendapatan perseroan dari jasa angkutan
penumpang meningkat dari Rp 3,93 triliun pada tahun
2013 menjadi Rp 4,58 triliun. Data pendapatan dapat
dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :
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Tabel 1.2
Pendapatan Angkutan Penumpang KAI

(dalam jutaan rupiah)

Pendapatan 2013 2014 Kenaikan %
angkutan
Kelas eksekutif | 2.118.071 2.437.968 319.897 49%
(kelas 1)
Kelas bisnis | 758.081 820.112 62.031 10%
(kelas 2)
Kelas ekonomi | 1.051.988 1.319.203 267.215 41%
(kelas 3)
Jumlah 3.928.140 4.577.283 649.143 100
pendapatan %
angkutan
penumpang

Sumber : Annual Report PT KAI tahun 2014 (sudah diolah)

Minimnya  pengetahuan para  calon
penumpang tentang penggunaan online reservation
menjadi sasaran para calo tiket, mereka menaikkan
tarif besar-besaran untuk menjual tiket (Berita
Jakarta: 9 Juli 2015). Di stasiun Gambir, calo tiket
tidak pernah kehilangan cara dalam melakukan
aksinya (Merdeka: 19 April 2014). Meski penjualan
tiket kereta api sudah dilakukan secara online, namun
masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan para calo
untuk mengeruk keuntungan. Dari beberapa kasus di
atas, menjadi alasan peneliti dalam melakukan
penelitian terhadap Inovasi Online Reservation Tiket
Kereta Api”. Peneliti memilih topik ini dengan
alasan, pertama pengguna pelayanan publik
merupakan bagian penting dalam perkembangan
sebuah pelayanan. Penumpang adalah sektor penting
dalam pengembangan bisnis, karena penumpang
adalah konsumen dari pelayanan jasa yang disediakan
oleh PT Kereta Api Indonesia. Kedua, PT Kereta Api
Indonesia merupakan perusahaan jasa yang terus
mengembangkan inovasinya dari tahun ke tahun dan
merupakan perusahaan yang Dberkelas dalam
menghadirkan jasa pelayanan transportasi publik.
Perkembangan perusahaan dari masa ke masa serta
banyaknya penghargaan yang diterima oleh
perusahaan menjadi bukti nyata bahwa PT Kereta Api
Indonesia peduli terhadap pelayanan jasa yang
dihadirkan untuk publik. Penelitian ini bertujuan
untuk mendiskripsikan pelaksanaan inovasi online
reservation pada penjualan tiket Kkereta yang
disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan
mengambil sampel pada penumpang di Stasiun
Gubeng. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah
memberikan kontribusi bagi kajian Ilmu Administrasi
Negara pada bidang inovasi pelayanan publik. Selain
itu, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan
pertimbangan PT Kereta Api Indonesia DAOP VIII
Surabaya dalam menentukan strategi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan penjualan tiket
terhadap pengguna jasa transportasi kereta api.
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Paradigma pelayanan publik

Menurut Surjadi (2009:7)

“Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya
negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil
setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik”

Melalui pemikiran-pemikiran, ide serta gagasan yang
kompleks pelayanan publik terus dikembangkan oleh
para akademisi dan praktisi administrasi. Tujuannya
adalah untuk menciptakan pelayanan yang sesuai
dengan kondisi negara dan kebutuhan masyarakat.
Bergesernya  paradigma dari  old  public
administration menjadi new public management dan
kemudian menjadi New Public Service menjadi bukti
nyata perkembangan pelayanan publik. Pergeseran
paradigma ini mengubah konsep serta peran aktor
yang ada dalam pelayanan publik. Pergeseran yang
terjadi dalam paradigma old public administration
menjadi new public management dan kemudian
menjadi New Public Service, dipengaruhi oleh
desakan yang terjadi dalam pelayanan publik.
Desakan itu muncul akibat adanya perubahan yang
terjadi di dalam maupun di luar lingkungan
pemerintah serta berkembangnya tuntutan dan
kebutuhan masyarakat.

Paradigma old public administration
mengalami banyak perdebatan diantara para pratisi
dan akademisi administrasi publik. Dapat dikatakan
bahwa tidak ada ide tunggal yang mampu
memberikan sumbangan dalam menilai administrasi
publik. Namun, banyak ide serta teori yang muncul
dalam menjawab permasalah administasi publik.
Melalui perdebatan yang panjang antara memperkuat
pemikiran atau argumen, hingga penolakan serta
menimbulkan pemikiran baru tentang administrasi
publik permasalahan itu dapat dipecahkan. Meskipun
begitu, Secara umum Denhardt dan Denhardt (dalam
Widodo:2013) mengklasifikasikan pandangan utama
administrasi publik lama dalam 9 kriteria, yaitu;

1. Fokus pemerintah adalah pada penyampaian
langsung layanan melalui lembaga-lembaga
pemerintahan yang sudah ada atau yang baru
diberi otoritas.

2. Kebijakan publik dan  administrasi
berkenaan dengan perancangan dan
implementasu kebijkan yang berfokus pada
tujuan tunggal, yang didefinisikan secara
politik.

3. Para administrator publik memainkan peran
terbatas dalam dalam pembuatan kebijakan
dan tata pemerintaha; lebih tepatnya, mereka
diberi tugas untuk mengimplementasikan
kebijakan-kebijakan publik.
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4. Penyampaian layanan-layanan harus
dilaksanakan oleh para administrator yang
bertanggung jawab kepada para pejabat
terpilih dan diberi kebjaksanaan terbatas
dalam pekerjaan meraka.

5. Para administrator bertanggung jawab
kepada para pemimpin politik yang terpilih
secara demokratis.

6. Program-program publik paling baik
dilaksanakan melalui organisasi-organisasi
hierarkhis, = pelaksanaan = pengendalian
sebagian besar dilakukan para manajer dari
puncak organisasi.

7. Nilai-nilai utama organisasi-organisasi
publik adalah efisiensi dan rasionalitas.

8. Organisasi-organisasi  publik  beroperasi
secara paling efisien sebagai sistem-sistem
tertutup; dengan demikian keterlibatan
warga negara terbatas.

9. Peran administrator publik sebagian besar
didefinisikan sebagai merencanakan,
mengorganisasikan, =~ mengangkat  staf,
mengarahkan, mengkoordinasikan,
melaporkan, dan membuat anggaran.
Administrasi publik lama telah berusaha

untuk  menangani  persoalan-persoalan  yang
kompleks, sulit dan menjaga keseimbangan antara
perhatian politik dan administratf. Namun sejalan
dengan perkembangan zaman serta banyaknya
kritikan terhadap paradigma ini, menyebabkan
pergeseran mendalam tentang cara pikir administrator
publik. Menurut Syafri (2012:169)

“New public management dipandang sebagai
suatu pendekatan yang menerapkan pengetahuan
dan pengalaman dalam dunia manajemen bisnis
untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan
kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern”

Sedangkan, menurut Hood (dalam Widodo:2013):

“manajemen publik baru telah memberikan
penekanan yang jelas pada nilai-nilai seperti
efisiensi, melenyapkan pemborosan, atau
menyesuaikan sumber-sumber daya sengan
tujuan jelas”

new public management merupakan suatu paradigma
yang menerapkan asumsi-asumsi dan prespektif
ekonomi dalam pelayanan publik. Melalui
penswastaan fungsi lembaga pemerintah, diharapkan
akan terwujudnya persaingan yang mampu
mendorong kemajuan organisasi pemerintah. Adanya
persaingan antar lembaga pemerintah akan
menghapuskan praktek monopoli dalam sektor
publik. Para manajer publik menggunakan cara
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berpikir =~ dalam  kerangka pelanggan  untuk
memperbaiki kinerja dan menawarkan solusi yang
inovatif bagi masalah layanan publik.

Teori yang muncul pada masa new public
management adalah “reinventing government”,
menurut Osborne dan Ted Gaebler (dalam
Widodo:2013) bahwa new public management
melahirkan reinventing government yang bersifat
normatif.Dari ~ kesepuluh  prinsip  reinventing
government, menguraikan pemerintah yang bersifat
wirausaha, tetapi tidak membahas bagaimana
menciptakannya. Konsep dari reinventing
government dianggap tidak mampu memberikan
solusi untuk penataan strategis. Oleh karena itu,
David Osborn dan Peter Plastrik (dalam
Widodo:2013) menawarkan konsep  Banishing
Beuracracy, ini berkaitan dengan restrukturasi
organisasi dan sistem pemerintah dengan mengubah
tujuan, insentif, akuntabilitas, distribusi kekuasaan,
dan budaya para birokrasi. Banishing Beuracracy
menawarkan 5 strategi untuk membangun birokrasi
publik untuk melaksanakan 10 prinsip reinventeng
government. Strategi yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

1. The core strategy (strategi inti)

Strategi ini dimaksudkan untuk menata
kembali tujuan, peran, dan arah organisasi
sehingga lebih jelas dan dimengerti semua
pihak.

2. Consequence strategy (strategi konsekuensi)
Strategi ini  mendorong  persaingan
terkendali  (persaingan sehat) dengan
menerapkan manajemen perusahaan dan
manajemen kinerja secara baik.

3. Customer strategy (strategi pelanggan)
Strategi ini dimaksud untuk memenuhi
keinginan pelanggan dengan menyerahkan
pilihan dan kualitas yang dikehendaki
melalui  penyediaan  pelayanan  yang
kompetitif.

4. Control Strategy (strategi kontrol)
Pengendalian organisasi dilakukan dengan
melibatkan tidak saja karyawan, tetapi juga
masyarakat sehingga terjadi penguatan pada
operasional organisasi.

5. Cultural strategy (strategi budaya)
Strategi ini dimaksudkan untuk mengubah
budaya organisasi dengan cara
menghentikan kebiasaan buruk, menyentuh
perasaan karyawan, mengubah pikiran
karyawan  sehingga  karyawan tidak
membenarkan kebiasaan, tetapi
membiasakan yang benar.
Nilai-nilai ekonomis (bisnis) yang dianut dalam new
public management sering kali bertentangan dengan
demokrasi dan kepentingan publik. Akibatnya terjadi
kesenjangan dalam pelaksanaan pelayanan publik,
penggunaan layanan publik cenderung didominasi
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oleh orang-orang yang mampu membayar. Hal ini
menggambarkan kegagalan konsep new public
management  dan sekaligus gambaran kegagalan
administrasi publik dalam mewujudkan keadilan
sosial dan kesejahteraan.Ketidakberhasilan yang
terjadi dalam paradigma new public management
telah mendorong lahirnya pendekatan baru yang
berorientai pada kepentingan masyarakat , yang
disebut dengan new public service. Menurut Denhardt
dan Denhardt (dalam Widodo:2013):

“Paradigma new publik service menjadi model
pelayanan publik yang paling ideal, karena
merupakan sekumpulan ide administrasi publik
yang menempatkan layanan publik, tata kelola
demokratis, dan keterlibatan warga negara di
pusatnya”

Pada intinya paradigma new public service,
merupakan pandangan baru dalam administrasi
publik yang mencoba menutupi kekurangan ide-ide
atau pemikiran para akademisi dan praktisi
administrasi publik yang dikembangkan dalam
paradigma  sebelumnya. Penerapan nilai-nilai
demokrasi merupakan fondasi negara dan pemerintah
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan
publik. Keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan
pemerintahan menjadi bagian penting dalam
mewujudkan demokrasi, karena rakyat tidak lagi
dipandang sebagai pelanggan, melainkan sebagai
warga negara.

Pelayanan publik

Definisi pelayanan memiliki  banyak
pemahaman, tergantung dari sudut mana pelayananan
itu dipahami. Kamus Besar Bahasa Indonesia
mendefinisikan pelayanan sebagai usaha melayani,
sedangkan melayani memiliki arti membantu
menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan
seseorang. Definisi menurut Sampara dalam
(Sinembela:2007):

“bahwa suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang
terjadi dalam pelayanan terjadi karena adanya
interaksi langsung antara seseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik dan
menyediakan kepuasan pelanggan”

Berbicara tentang pelayanan dalam lingkup
pemerintahan telah dikenal adanya istilah pelayanan
publik. Pelayanan yang diselenggarakan oleh
pemerintah untuk masyarakat melalui lembaga-
lembaga pemerintah. Tujuannya adalah untuk
memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat
baik pada aspek ekonomi, sosial maupun politik.
Melalui kebijakan yang telah ditetapkan, pelayanan
publik akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ada. Untuk lebih
memahami pelayanan publik, pemerintah telah
menerapkan Undang-undang pelayanan publik.
Menurut UU No 25 tahun 2009,
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“pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik”

Memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi
tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik
oleh penyelenggara pelayananan publik menurut
Ratminto dan Atik (2007) bahwa:
“Pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik
maupun jasa publik yang pada prinsipnya
menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan
pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan
masyarakat baik barang maupun jasa yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Banyak pandangan yang mendefinisikan pelayanan
publik, namun pada intinya semua pandangan itu
hampir sama. Pelayanan publik dipandang sebagai
pemberian pelayanan oleh penyelenggara pemerintah
yang bertindak sebagai provider kepada masyarakat
yang bertindak sebagai customer. Dalam konteks ini
pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada
bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti
pembuatan kebijakan, desain organisasi, dan proses
manajemen  dimanfaatkan untuk  keberhasilan
penyelenggaraaan pelayanan publik oleh pemerintah.

Menurut Surjadi (2009:12-13), pemerintah
harus menerapkan prinsip penyelenggaraan pelayanan
publik yang meliputi:

1. Kepastian hukum, adanya peraturan
perundang-undangan ~ yang  menjamin
terselenggaranya pelayanan publik

2. Keterbukaan, adanya kemudahan dalam
mengakses informasi pelayanan publik

3. Partisipatif, mendorong peran masyarakat
dalam mewujudkan pelayanan yang sesuai
dengan kebutuhan dan masayarakat

4. Akuntabilitas, proses penyelenggaraan
pelayanan publik harus dipertanggung
jawabkan  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku

5. Kepentingan umum, pemberian pelayanan
tidak boleh mengutamakan kepentingan
pribadi atau golongan
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6. Profesionalisme, aparat  penyelenggara
pelayanan harus memiliki kompetensi yang
sesuai dengan bidang tugasnya

7. Kesamaan hak, pemberian pelayanan publik
tidak deskriminatif

8. Keseimbangan hak dan  kewajiban,
pemenuhan hak harus sebanding dengan
kewajiban yang harus dilaksanakan, baik
oleh pemeri maupun penerima layanan.

Di dalam Keputusan MENPAN nomor 63 tahun 2003
disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus
memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik
tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam

hal :
®* Persyaratan teknis dan administratif
pelayanan publik

¢ Unit kerja/pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab ~ dalam = memberikan
pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa dalam
pelaksanaan pelayanan publik

* Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara
pembayaran

3. Kepastian waktu, Pelaksanaan pelayanan
publik dapat diselesaikan dalam kurun
waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi, produk layanan publik diterima
dengan benar tepat dan sah.

5. Keamanan, proses dan produk pelayanan
publik memberikan rasa aman dan kepastian
hukum.

6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggaraan
pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
betanggung jawab atas penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/
persoalan dam pelaksanaan pelayanan
publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasaranan,
tersediannya sarana dan prasaranan Kkerja,
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang
memadai termasuk penyediaan sarana
teknologi telekomunikasi dan informatika.

8. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta
sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan
informatika.

9. Kenyamanan lingkungan, pelayanan harus
tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah
dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas
pendukung pelayanan.



Kebijakan dan Manajemen Publik

Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016

Penulis telah menyederhanakan beberapa
prinsip yang disebutkan para ahli, meskipun banyak
prinsip yang disebutkan tetapi pada intinya ke 6
prinsip ini mendasari prinsip-prinsip yang telah
dipaparkan sebelumnya, berikut adalah penjelasan ke
6 prinsip pelayanan publik menurut penulis, yaitu: (1)
kepastian hukum; (2) keterbukaan, (3) berkeadilan;
(4) akuntabilitas; (5)efesiensi dan efektifitas, (6)
kenyamanan;

Inovasi

Secara umum, inovasi dianggap sebagai
aktivitas untuk menghadapi sifat lingkungan yang
dinamis. Logikanya, ketika lingkungan mulai
berkembang maka perilaku yang ada juga harus
dikembangkan. Menurut Lena dan Lina (2009:36).
Konsep inovasi, secara singkat didefinisikan
sebagai perubahan yang dilakukan dalam organisasi
yang didalamnya mencakup kreatifitas dalam
menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses
baru. Dengan kata lain inovasi dianggap sebagi
proses adaptasi produk, jasa, ide, atau proses baik
yang sudah ada dalam suatu organisasi maupun
yang dikembangkan diluar organisasi. Berdasarkan
prosesnya inovasi diklasifikasikan Muluk (2008) ke
dalam 2 jenis :

1. Sustaining innovation (inovasi terusan),
merupakan proses inovasi yang membawa
perubahan baru namun dengan tetap mendasarkan
diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang
berjalan atau produk yang sudah ada. Ini berarti
memberikan nilai tambah terhadap pelayanan dan
sistem yang sedang berjalan atau produk yang
sudah ada.

2. Discontinues innovation (inovasi terputus)
merupakan proses inovasi yang membawa
perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi
berdasar pada kondisi yang sudah ada sebelumnya.
Ini berarti menciptakan sebuah produk atau sistem
yang belum pernah ada untuk melakukan sebuah
perubahan.Tidak hanya itu, untuk memahami
inovasi kita perlu memahami level inovasi yang
merupakan aspek penting dalam mengkaji inovasi.
Dengan level inovasi, kita dapat mengklasifikasikan
dampak dari perubahan yang akan ditimbulkan
dalam inovasi tersebut. Menurut Mulgan dan
Albury (dalam Muluk : 2008), level inovasi dapat
dibedakan menjadi 3 kategori :

1. Inovasi inkremental, yang artinya inovasi ini
membawa perubahan kecil terhadap proses
atau layanan yang ada.

2. Inovasi radikal, yang berarti inovasi ini
mengakibatkan perubahan yang mendasar
dalam pelayanan publik atau pengenalan
cara yang benar-benar baru baik pada sistem
pelayanan maupun struktur organisasi.

3. Inovasi  transformatif, — yang  berarti
membawa perubahan dalam struktur kerja
dan organisasi dengan mentransformasikan
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semua sektor yang ada, sehingga secara
tidak langsung mengubah struktur organisasi
tersebut

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan
bahwa inovasi pelayanan publik adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk
menciptakan, mengembangkan pelayanan publik
melalui perubahan ide, sistem, produk, jasa baik yang
sudah ada dalam organisasi maupun yang
dikembangkan diluar organisasi. Pentingnya peran
inovasi dalam menghadapi tuntutan perubahan
lingungan yang terjadi, mengharuskan pemerintah
untuk terus melakukan inovasi yang kreatif dalam
menghadirkan pelayanan publik.

Menurut Mulgan dan Albury (dalam
Muluk:2008), inovasi pelayanan publik dapat
dikatakan berhasil jika merupakaan hasil kreasi dan
implementasi dari ke 5 tipologi inovasi yang terdiri
dari:

1. Inovasi produk/layanan adalah perubahan
bentuk dan desain produk atau layanan

2. Inovasi proses adalah pembaruan kualitas
yang berkelanjutan dan mengacu pada
kombinasi perubahan organisasi, prosedur
dan kebijakan yang dibutuhkan untuk
berinovasi

3. Inovasi metode pelayanan adalah perubahan
baru dalam hal berinteraksi dengan
pengguna layanan atau cara baru dalam
memberikan pelayanan.

4. Tnovasi dalam strategi atau kebijakan adalah
perubahan visi, misi tujuan dan strategi baru
beserta alasannya yang berangkat dari
realitas yang ada.

5. Inovasi sistem adalah interaksi sistem
mencakup cara baru atau yang diperbarui
dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain
atau dapat dikatakan adanya perubahan
dalam tata kelola pemerintah.

E-government

E-Government adalah istilah pemenfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintah. Menuru World Bank (dalam Intan :2014)

“e-government refers to the use by government
agencies of information technologies (such as
Wide Area Network, the Internet and mobile
computing) that have the ability to transform
relations with citizen, businesses and other arms
of government”

Artinya  e-government  berhubungan  dengan
penggunaan teknologi informasi oleh organisasi
pemerintah ~ yang  mempunyai  kemampuan
membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis
dan organisasi lain dalam pemerintahan. Sedangkan
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menurut The Government of New Zealand ( dalam
Intan:2014)

“a way for government to use the new
technologies to provide people with more
convenient access to government informatin and
services, to inprove teh quality of the services
and to provide greater opportunities to
participate in our democratic institutions and
processes”

Definisi ini menjelaskan bahwa e-government
merupakan sebuah cara bagi pemerintah untuk
menggunakan teknologi baru untuk melayani akses
masyarakat terhadap informasi dan pelayanan
pemerintah dengan nyaman, untuk meningkatkan
kualitas pelayanan dan untuk menyediakan
kesempatan yang lebih besar dalam partispasi pada
proses dan institusi demokrasi. James L Yong (dalam
Intan:2014) mendefinisikan:

«

e-government as the government’s use of
tecnology, in particular, we based internet
application to enchance access and delivery of
government services to citizen, business
partners, employees andother government
entities”

Definisi ini menjelaskan bahwa e-government
merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah
khususnya penggunaan aplikasi berbasis web untuk
meningkatkan akses dan pemberian layanan
pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis,
pegawai atau karyawan, dan badan pemerintah
lainnya. Zweers and Planque (dalam Dewi:2013)
mendifinisikan e-government berhubungan dengan
penyedia informasi, layanan atau produk yang
disiapkan secara elektronis, oleh pemerintah yang
tidak terbatas oleh waktu dan tempat untuk
menigkatkan nilai partisipasi pada semua kalangan.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan,
dapat disimpulkan bahwa e-government adalah
sebuah cara pemerintah dalam mengembangkan
pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi
teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi ini
diharapkan mampu untuk mempermudah interaksi
antara pemerintah dan warga dalam hal tata kelola
pemerintah khususnya pelayanan publik. Menurut
Hasibuan (2007) pesatnya perkembangan TIK akan
membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan
(to create), mengakses (to access), mengolah (to
process), dan memanfaatkan (to Utilize) informasi
secara tepat dan akurat. Dalam menanggapi hal itu,
pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan
yang termuat dalam Inpres No.3 Tahun 2003 tentang
Pengembangan  e-government. Tujuan dari
pengembangan e-government adalah sebagai berikut :

“Untuk  mengembangkan  penyelenggaraan
kepemerintahan yang berbasis (menggunakan)
elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas
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layanan publik secra efektif dan efisien. Melalui
pengembangan e-government dilakukan
penataan sistem manajemen dan proses kerja di
lingkungan pemerintah dengan melakukan
pemanfaatan teknologi informasi (Inpres No.3
Th.2003)”

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah Indonesia
menjalankan strategi pengembangan e-government
yang tertuang dalam Inpres No.3 Th. 2003, sebagai
berikut :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang
andal dan terpercaya, serta terjangkau luas
oleh masyarakat.

2. Menata sistem manajemen dan proses kerja
pemerintah dan pemerintah daerah otonom
secara holistik.

3. Memanfaatkan teknologi dan informasi
secara optimal.

4. Meningkatkan peran sera dunia usaha dan
mengembangkan industri telekomunikasi
dan teknologi informasi.

5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada
pemerintah maupun pemerintah daerah
otonom, disertai dengan meningkatkan e-
literacy masyarakat.

6. Melaksanakan pengembangan secara
sistematik melalui tahapan-tahapan yang
realistik dan terukur.

Manfaat penyusunan kerangka e-government yang
sistematis dan strategis akan menghasilkan biaya
administrasi yang ekonomis, meningkatkan responsif
pelayanan publik, menyediakan akses layanan yang
efisien dan efektif pada seluruh lapisan lembaga
pemerintah, sebagai sarana interaksi yang kondusif
antara pemerintah dan warga negara. Menurut Deptan
(dalam Intan:2014) pengembangan e-goverment
secara umum dapat dibagi menjadi 4 tahapan:

1. Web Presence (ketersediaan situs web),
artinya lembaga pemerintaha menyediakan
situs web resmi.

2. Interaction (Interaksi), adanya fasilitas
interaksi antara provider (pemerinta) dan
pengguna melalui situs resminya.

3. Transaction (transaksi), tersedianya fasilitas
transaksi antara provider (pemerintah)
dengan pengguna melalui situs web
resminya.

4. Transformation (Transformasi), semua
prose kerja yang berhubungan dengan
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penyelenggaraan negara dan pelayanan
publik sudah berbasis elektronik.

Metode Penelitian

Berdasarkan tujuannya penelitian yang
digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian
deskriptif. Lokasi yang diambil sebagai objek
penelitian ini adalah stasiun Gubeng, stasiun ini
merupakan salah satu stasiun yang terbesar di
Surabaya yang ada dalam lingkup DAOP VIII
Surabaya. Penentuan informan dilakukan untuk
mempermudah peneliti dalam mencari data yang
valid dari subyek peneliti. Pada penelitian ini,
pemilihan informan menggunakan 2 teknik, yaitu
teknik purposive dan teknik accidental.
Pengumpulan data akan dilakukan dengan 3 cara;
observasi, wawancara dan data sekunder. Penelitian
ini akan dilakukan analisis dalam tiga tahap setelah
pengumpulan data; Reduksi Data, Penyajian Data dan
Menarik Kesimpulan. Selanjutnya, keabsahan data
diperiksa menggunakan triangulasi sumber data.

Pelayanan online reservation

PT KAI telah mengembangkan teknologi
sebagai bagian dari pelayanan yang diberikan kepada
pelanggan kereta api. Ini dilakukan untuk mengubah
pelayanan jasa kereta api yang dahulunya tidak
diminati oleh pangsa pasar menjadi pelayanan jasa
yang banyak dicari oleh pengguna jasa tranportasi.
Online reservation atau biasa disebut dengan
pemesanan tiket secara online merupakan inovasi PT
Kereta Api Indonesia dalam mendistribusikan
penjualan tiket. Dimana penjualan tiket ini dilakukan
dengan media bantuan internet dan elektronik.
Tujuannya adalah memberikan fasilitas kemudahan
kepada para pengguna jasa pelayanan kereta api
dalam mendapatkan tiket. Sebagai perusahaan jasa
pelayanan transportasi publik PT Kereta Api
Indonesia terus mengembangkan pelayanan melalui
inovasi terbarunya. Apalagi di jaman modern seperti
saat ini, penggunaan pelayanan yang berbasis ICTs
(Information Communication dan Technologies)
sudah menjadi trend dalam persaingan bisnis. Online
reservation merupakan produk baru yang diciptakan
oleh PT KAI dalam meningkatkan kualitas pelayanan
jasa kereta api. para penumpang dapat menikmati
pelayanan reservasi online dengan melakukan
pembelian tiket melalui Hp, Indomaret, Alfamart,
Website KAI, contact center 121, dan aplikasi KA
Access. Tujuan dari diterapkannya reservasi online
adalah untuk mengurangi antrian panjang yang ada di
loket penjualan tiket di stasiun-stasiun. Selain itu,
pelayanan ini adalah solusi memberantas praktek calo
tiket yang masih saja terjadi.

Adanya pelayanan online reservation
mempermudah PT KAI dalam mendistribusikan
penjualan tiket. Dengan adanya pelayanan ini, PT
KAI mempunyai banyak chanel penjualan. Salah satu
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contohnya adalah melalui kerja sama dengan alfamart
dan Indomaret. Tanpa disengaja PT KAI mempunyai
chanel penjualan sebanyak jumlah Indomaret dan
Alfamart yang ada di Indonesia. Dari data terakhir,
ada sekitar 23 ribu outlet. Sedangkan, yang melalui
aplikasi KA access ada 1 juta lebih yang telah
menginstal aplikasi. Kemudahan yang diberikan dari
pelayanan online reservation memberikan dampak
yang positif terhadap penjualan tiket kereta api.
Penjualan yang dilakukan melalui online hampir
mendekati 60% dari keseluruhan penjualan tiket
kereta api. Persentase ini menunjukkan bahwa lebih
banyak penumpang yang membeli tiket secara online
dari pada melalui loket konvensional. Untuk
mensukseskan terlaksananya online reservasi secara
maksimal, PT KAI membentuk kerja sama dengan
beberapa perusahaan. Kerja sama yang dilakukan
dalam aspek penyediaan server untuk menunjang
pelayanan online.Bentuk kerja sama yang ditawarkan
oleh PT KAI ada 2 tipe; (1) B2C (Bussiness to
Customers) dan (2) B2B (Bussiness to Bussiness).
Tipe ini didasarkan pada sistem yang digunakan oleh
partner PT KAI dalam melakukan penjualan tiket
online. Perbedaan antara B2C dan B2B adalah, jika
B2C partner perusahaan menggunakan sistem yang
dimiliki oleh PT KAI dalam mendistribusikan
penjualan tiket KA, sedangkan B2B mereka
menggunakan sistem sendiri namun tetap memiliki
hak akses dari PT KAI. Peran PT KAI dalam
menjalankan pelayanan online reservation adalah
sebagai penyedia server dan penyedia software sistem
rail ticket sistem.

Kejelasan informasi

Kejelasan informasi sangat mendukung
terselenggaranya pelayanan publik dengan baik dan
terstruktur. Pada pelayanan online reservation tiket
kereta api, kejelasan informasi yang dihadirkan
sangat jelas. Adanya informasi mengenai perjalanan
kereta api, harga tiket, jumlah kursi yang terpakai dan
kosong, serta tata cara pembayarannya. Informasi ini
dapat diakses dengan mudah oleh para penumpang
kereta api, baik dari aplikasi yang disediakan oleh PT
KAI yang meliputi aplikasi KA Access, web resmi/
web KAI, Contact center maupun via agen/ chanel
yang bekerja sama dengan PT KAI.

Informasi yang dihadirkan oleh PT KAI
selalu update mengikuti kondisi yang ada. Di stasiun
juga terdapat layanan customers service yang dapat
digunakan oleh para penumpang untuk mendapatkan
informasi secara langsung. Layanan ini sangat
membantu para penumpang yang mendapatkan
kesulitan/ permasalahan seputar perjalanan kereta api.
selain itu, dibeberapa lokasi ada informasi terulis
yang diletakkan pada baner atau pamflet tentang
informasi penggunaan layanan kereta api. Penumpang
tidak perlu lagi kebingungan untuk mendapatkan
informasi, karena telah disediakan berbagai media
informasi.
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Biaya/ Tarif Administrasi (Rp.7500)

Para pengguna layanan online reservation
ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan
diberlakukannya biaya administrasi sebesar Rp.7500.
Pengguna layanan yang setuju mereka merasa
diuntungkan karena dapat menikmati pelayanan yang
sesuai dengan keinginan sehingga merasa dipuaskan.
Namun, ada juga penumpang yang tidak setuju
dengan biaya Rp. 7500 karena biaya itu terlalu besar
jika harus dibayarkan bagi peumpang yang memesan
tiket lebih dari satu. Bagi para penumpang kelas
eksekutif dan bisnis mungkin tidak masalah tapi akan
berbeda bagi penumpang yang kelas ekonomi.
Sebesar apapun biaya yang dikeluarkan bagi
penumpang kelas ekonomi itu memiliki nilai yang
cukup merugikan. Oleh karena itu, biaya ini mungkin
perlu dipertimbangkan bagi PT KAI.

Kemudahan Prosedur

Prosedur yang berurutan dan sistematis
mempermudah  penumpang untuk = melakukan
pemesanan secara online. Jika pada pelayanan tiket
konvensional penumpang harus antri berjam-jam di
depan loket, kini penumpang tidak perlu repot
mengantri di loket stasiun untuk melakukan
pembelian tiket. Pembelian dapat dilakukan melalui
aplikasi/sarana pendukung online reservation pada
penjualan tiket kereta api.Namun penumpang harus
melakukan pembayaran secepat mungkin, ketika
pemesanan tiket telah dilakukan. Dikarenakan
adanya, batas waktu pembayaran yang disediakan,
jika penumpang tida segera melakukan pembayaran
setelah pemesanan/ melebihi batas waktu maka
pemesanan tiket itu akan hangus secara otomatis.

Kecepatan pelayanan

Kecepatan pelayanan online reservation,
dipengaruhi oleh dua aspek; pertama, aspek server
dan kedua adalah aspek ketersediaan chanel
penjualan. Kecepatan pelayanan dalam mendukung
pelayanan online reservation pada tiket kereta api
dipengaruhi oleh server/ jaringan yang tersedia.
Karena online reservation, adalah pemesanan tiket
menggunakan jaringan sistem yang dihubungkan
melalui internet. Jadi jika server yang tersedia bagus,
maka pelayanan online reservation lebih cepat.
Sedangkan jika servernya terjadi gangguan, maka
pelayanan online reservation akan mengalami
kelambatan. Namu, pelayanan online reservation
dinilai lebih cepat jika dibandingkan dengan
pelayanan yang konvesional (loket stasiun). Kedua,
pelayanan online reservation sekarang lebih cepat
karena didukung dengan banyaknya aplikasi yang
disediakan serta banyaknya chanel penjuaalan yang
ada, seperti Indomaret dan Alfamart yang saat ini
tersedia di seluruh kota Indonesia.

Penyediaan Sarana dan prasarana
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Sarana dan prasarana yang disediakan oleh
PT KAI dalam mendukung pelayanan online
reservation terus dikembangkan oleh PT KAI. Mulai
dari aplikasi pemesanan via handphone, website
resmi KAI serta agen/chanel penjualan tiket seperti
Alfamart dan Indomaret. Pengembangan inovasi
pelayanan menjadi fokus utama PT KAI dalam
menyediakan sarana dan prasarana yang ada.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan yang dihadirkan oleh PT KAI, memberikan
kemudahan  kepada pelanggan agar terus
menggunakan layanan online reservation.Dari
Penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan
oleh PT KAI untuk mendukung meningkatkan
pelayanan online reservation mendapatkan nilai
positif dari penumpang. Hal ini terbuktui dengan
meningkatkannya  jumlah  pengguna  online
reservation pada pelayanan tiket kereta api.Sarana
dan prasarana yang disediakan bagus dan berkualitas
sehingga penumpang sangat partisipatif dalam
menggunakan pelayanan ini. PT KAI menghadirkan
pelayanan online reservation dengan sarasna dan
prasarana yang canggih dan modern.

Penambahan mesin CTM yang dilakukan
oleh PT KAI menjadi salah satu bukti nyata
penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Jika
sebelum adanya penambahan mesin CTM
penumpang harus antri dulu, namun sekarang antrian
tidak sepanjang dulu. Karena mesin yang ada
distasiun Gubeng Surabaya telah ditambah oleh
jumlahnya.Untuk terus mendapatkan kepercayaan
pelanggan. PT KAI harus mampu mengembangkan
penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik.

Kesimpulan

Inovasi online reservation adalah termasuk
dari inovasi Sustaining Innovation. Karena PT KAI
dari tahun ke tahun selalu mengembangkan inovasi
online reservation dengan memberikan fasilitas-
fasilitas yang baru mulai dari pemesanan H-90
keberangkatan, pemesanan via website, pemesanan
via agen/chanel, pemesanan via contact center, dan
via aplikasi KA access. Perubahan ini menunjukkan
bahwa Pelayanan online reservation termasuk ke
dalam level inovasi radikal, perubahan yang
mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam
pelayanan publik. Penumpang tidak perlu lagi repot
untuk antri ke loket stasiun lagi sehingga stasiun
menjadi lebih tertib dan pelayanan pun lebih mudah
dikondisikan. Jika dilihat berdasarkan tipologi
inovasi, inovasi online reservation ini termasuk
dalam tipologi inovasi produk, inovasi proses, dan
tipologi metode pelayanan.

Dari teknis pelaksanaan pelayanan online
reservation pada penjualan tiket kereta api, cukup
mudah untuk dapat dinikmati para penumpang kereta
api. Informasi yang dihadirkan oleh PT KAI selalu
update mengikuti kondisi yang ada. Di stasiun juga
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terdapat layanan customers service yang dapat
digunakan oleh para penumpang untuk mendapatkan
informasi secara langsung. Layanan ini sangat
membantu para penumpang yang mendapatkan
kesulitan/ permasalahan seputar perjalanan kereta api.
Untuk masalah biaya administrasi tiket, penupang
akan dikenakan biaya sebesar Rp. 7500. Biaya ini
mendapatkan 2 kritikan, bagi para penumpang kelas
eksekutif dan bisnis mungkin tidak masalah tapi akan
berbeda bagi penumpang yang kelas ekonomi.
Sebesar apapun biaya yang dikeluarkan bagi
penumpang kelas ekonomi itu memiliki nilai yang
cukup merugikan. Prosedur yang diberikan oleh PT
KAI dalam menunjang pelayanan jual beli tiket
secara online sangat mudah. Prosedur yang berurutan
dan sistematis mempermudah penumpang untuk
melakukan pemesanan secara online. Kecepatan
pelayanan dalam mendukung pelayanan online
reservation pada tiket kereta api dipengaruhi oleh
server/ jaringan yang tersedia. Jadi jika server yang
tersedia bagus, maka pelayanan online reservation
lebih cepat. Sedangkan jika servernya terjadi
gangguan, maka pelayanan online reservation akan
mengalami kelambatan. Dari Penyediaan sarana dan
prasarana yang disediakan oleh PT KAI untuk
mendukung  meningkatkan  pelayanan  online
reservation — mendapatkan nilai  positif  dari
penumpang. Penambahan mesin CTM yang
dilakukan oleh PT KAI menjadi salah satu bukti
nyata penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai.
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